
LEMBARAN DAERAH
K A B U P A T E N B A N D U N G

NOMOR 22 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 22 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN

DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan
daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat
daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan
pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan
daerah;

b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 2
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007,
tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka
ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 10 Tahun 2006, tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7
Tahun 2001, tentang Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, perlu
dilakukan penyempurnaan dan perubahan;
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan
di Wilayah Kabupaten Bandung dengan Peraturan
Daerah.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang
Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041),
sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang
Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok – pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang
Pembentukan Peraturan Perundang – undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
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7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000,
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005,
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005,
tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007,
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007,
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2006, tentang Bentuk – bentuk Produk Hukum
Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2006, tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum
Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun
2007, tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi
Perangkat Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6
Tahun 2004, tentang Transparansi dan Partisifasi
dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten
Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5
Tahun 2006, tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-
2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2006 Nomor 5 Seri D);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17
Tahun 2007, tentang Urusan Pemerintahan
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2007 Nomor 17 Seri -).Dengan
Persetujuan Bersama
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN DAN
KELURAHAN DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas –
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar
Negara Repubik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

4. Kabupaten adalah Kabupaten Bandung;

5. Bupati adalah Bupati Bandung;

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya
disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang – undangan;
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8. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

9. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh
pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada
Daerah dan / atau Desa dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten
dan / atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa
untuk melaksanakan tugas tertentu;

11. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut Setda, adalah Unsur Staf
Pemerintah Daerah;

12. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda, adalah Sekretaris
Daerah Kabupaten Bandung;

13. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;

14. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah
dalam wilayah kerja Kecamatan;

15. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang
dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan
mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat;

16. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut
Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional;

17. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
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18. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut
Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas,
tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil
dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tetentu secara
mandiri.

BAB II

KECAMATAN

Kedudukan, Tugas dan Organisasi

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

(1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat
Daerah;

(2) Kecamatan dipimpin oleh Camat;

(3) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

(1) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan
yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan
otonomi daerah;

(2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
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b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum;

c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan
perundang – undangan;

d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas
sarana umum;

e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di
tingkat Kecamatan;

f. membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / atau
Kelurahan;

g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang
lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan
pemerintahan Desa atau Kelurahan.

Bagian Ketiga

Organisasi

Pasal 4

(1) Kecamatan, terdiri dari :

a. Camat;

b. Sekretariat Kecamatan, membawahkan :

1. Sub Bagian Program;

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3. Sub Bagian Keuangan.

c. Seksi Pemerintahan;

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

e. Seksi Sosial Budaya;

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

g. Seksi Pemeliharaan Prasarana Umum;

h. Jabatan Fungsional.
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(2) Pada Kecamatan dapat dibentuk jabatan fungsional yang jumlah
dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan;

(3) Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang
jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
dengan bidang keahliannya;

(4) Setiap kelompok jabatan fungsonal dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior yang diangkat oleh Bupati atas usul Camat;

(5) Pembentukan, jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional
ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja,
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(6) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur
Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

BAB III

KELURAHAN

Kedudukan, Tugas Pokok dan Organisasi

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 5

(1) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang
berkedudukan di wilayah Kecamatan;

(2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Camat.
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Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 6

(1) Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta
melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

(2) Lurah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat
(1), mempunyai tugas :

a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;

b. pemberdayaan masyarakat;

c. pelayanan masyarakat;

d. pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;

e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Bagian Ketiga

Organisasi

Pasal 8

(1) Kelurahan, terdiri dari :

a. Lurah;

b. Sekretariat Kelurahan;

c. Seksi Pemerintahan;

d. Seksi Pembangunan;

e. Seksi Kemasyarakatan;

f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

g. Jabatan Fungsional.
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(2) Pada Kelurahan dapat dibentuk jabatan fungsional yang jumlah dan
jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan;

(3) Jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang
jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
dengan bidang keahliannya;

(4) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior yang diangkat oleh Bupati atas usul Lurah;

(5) Pembentukan, jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional
ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja,
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(6) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur
Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran II
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

BAB IV

PENGISIAN JABATAN

Pasal 9

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dan
Fungsional dilakukan berdasarkan Kompetensi Jabatan dan syarat –
syarat lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang –
undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pelaksanaan penataan organisasi Kecamatan dan Kelurahan, berdasarkan
Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak
Peraturan Daerah ini diundangkan.
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BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2006, tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001, tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan
sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini, diatur dan ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini,
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh
Bupati.
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Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 17 Desember 2007

BUPATI BANDUNG,

ttd,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 9 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANDUNG,

ttd,

Drs. H. ABUBAKAR,M.Si
Pembina Utama Madya

NIP. 010 072 603

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

TAHUN 2007 NOMOR 22 SERI -
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